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TANGGUNG GUGAT DEBITUR ATAS  JAMINAN 
FIDUSIA DALAM BENTUK BENDA PERSEDIAAN DAN 

KETERKAITANNYA DENGAN AKTA JAMINAN FIDUSIA

Oleh:
Kezia Damayanti Aron1

Abstract
In the implementation of the assesment of fiduciary collateral on the inventory 
goods begins with the making of a credit agreement as the main agreement which is 
continued with the making of additional agreements called as/known as/namely Act 
of Fiduciary and registration of fiduciary assurance at the fiduciary registration 
office. With the registration of fiduciary assurance, fiduciary certificates come 
out as collateral for creditors. The registration of fiduciary assurance gives the 
creditor preference rights compare to other creditors including in the case where 
the debtor declared bankrupt. In the fiduciary assurance of inventory there are 
some obstacles that may be seen as disadvantage for the creditor, among others, 
proof of ownership is not strong and inventory goods are fast moving products 
which are easy to be move around so that debtors who do not have good faith 
can do fraud and other things that can be disadvantage forcreditors. Therefore, 
in reference to these risks, it is necessary to have several clauses in the Act of 
Fiduciary which can guarantee legal certainty for creditors against fiduciary 
assurance of inventory items.

Keywords : Fiduciary, Inventory, Act of fiduciary

Abstrak
D� dalam pelaksanaan pembebanan jam�nan f�dus�a atas benda persed�aan d�awal� 
dengan d�buatnya perjanj�an kred�t sebaga� perjanj�an pokok yang kemud�an 
d�lanjutkan dengan pembuatan perjanj�an tambahan ya�tu akta jam�nan f�dus�a dan 
pendaftaran jam�nan f�dus�a d� kantor pendaftaran f�dus�a. Dengan d�daftarnya 
jam�nan f�dus�a maka keluarlah sert�p�kat f�dus�a sebaga� jam�nan bag� kred�tor. 
Pendaftaran jam�nan f�dus�a member�kan hak preferen kepada kred�tor terhadap 
kred�tor-kred�tor la�nnya termasuk dalam hal deb�tor d�nyatakan pa�l�t. Dalam 
Jam�nan f�dus�a atas benda persed�aan mengalam� beberapa kendala yang dapat 
merug�kan kred�tor, antara la�n bukt� kepem�l�kan t�dak kuat dan benda persed�aan 
merupakan barang bergerak yang mudah d�p�ndah-p�ndahkan seh�ngga deb�tor 
yang t�dak mempunya� �t�kad ba�k dapat melakukan kecurangan dan hal-hal la�n 
yang dapat merug�kan kred�tor. Maka merujuk pada r�s�ko tersebut, perlu adanya 
klausul-klausul yang dapat menjam�n kepast�an hukum bag� kred�tor terhadap 
jam�nan f�dus�a benda persed�aan.

Kata kunc� : Jaminan, Fidusia, Barang Persediaan, Akta Jaminan   
         Fidusia

1  Program Stud� Mag�ster Kenotar�atan, Fakultas Hukum Un�vers�tas A�rlangga, ema�l : kez�aaron@
gma�l.com
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I.  PENDAHULUAN
F�dus�a merupakan suatu 

perjanj�an accesoir antara kred�tur 
dan deb�tur yang �s� perjanj�annya 
adalah pernyataan penyerahan hak 
m�l�k secara kepercayaan atas benda-
benda bergerak m�l�k deb�tur kepada 
kred�tur namun benda-benda tersebut 
mas�h tetap d�kuasa� oleh deb�tur dan 
bertujuan hanya untuk jam�nan atas 
pembayaran kembal� uang p�njaman. 
Untuk penyerahannya d�lakukan 
secara constitutum possessorium 
yang art�nya penyerahan dengan 
melanjutkan penguasaan atas benda-
benda yang bersangkutan karena 
benda-benda tersebut memang mas�h 
berada d� tangan deb�tur.2 Penyerahan 
hak kepem�l�kan menurut Pasal 1 
but�r 2 juncto Pasal 27 UU Nomor 42 
Tahun 1999 tentang Jam�nan F�dus�a 
(selanjutnya d�sebut UU Jam�nan 
F�dus�a) semata-mata untuk keperluan 
agunan bag� pelunasan utang.3  
Jam�nan F�dus�a dalam bentuk benda 
persed�aan merupakan jam�nan utang 
yang banyak d�p�l�h oleh masyarakat 
karena d�anggap leb�h sederhana dan 
prakt�s penerapannya. Sebab barang 
yang d�jam�nkan t�dak perlu d�serahkan 
kepada kred�tur dan tetap d�kuasa� 
oleh deb�tur. Hal tersebut tampak 
menguntungkan deb�tur karena barang 
yang d�jam�nkan f�dus�a tetap dapat 
d�manfaatkan untuk menjalankan 
2 Gunawan W�djaja dan Ahmad Yan�, 2003, 

Seri Hukum Bisnis: Jaminan Fidusia, Jakarta: 
RajaGraf�ndo Persada, hlm.127

3 Gatot Supramono, 2014, Transaksi Bisnis 
Saham & Penyelesaian Sengketa Melalui 
Pengadilan, Jakarta: Kencana, hlm.89

usahanya dan has�lnya dapat berperan 
dalam melancarkan pembayaran 
angsuran pelunasan utang.4 

Namun, dem�k�an, karena 
fleks�b�l�tas dalam jam�nan f�dus�a, 
pember�an kred�t dengan jam�nan 
barang bersed�a �n� juga dapat d�katakan 
sebaga� suatu s�stem yang rentan 
terhadap r�s�ko bag� kred�tur khususnya 
terka�t dengan keamanan benda 
jam�nan. R�s�ko tersebut antara la�n 
terka�t dengan n�la� barang ba�k karena 
perubahan harga pasar, r�s�ko yang 
mungk�n t�mbul dalam peng�r�man, 
ketahanan barang dagangan dan la�n-
la�n.   R�s�ko-r�s�ko tersebut 
mesk�pun dapat d�m�n�mal�s�r melalu� 
asurans� tetap� hamp�r t�dak mungk�n 
mengasurans�kan seluruh jen�s r�s�ko 
yang mengak�batkan kerug�an barang 
dagangan j�ka meng�ngat beragamnya 
r�s�ko yang mungk�n terjad�. R�s�ko 
tersebut menjad� semak�n t�ngg� j�ka 
benda persed�aan yang d�jam�nkan 
adalah barang dagangan dengan 
perputaran cepat (fast moving product) 
sepert� barang konsums�. Dengan 
adanya, r�s�ko-r�s�ko yang mungk�n 
t�mbul dan untuk adanya kepast�an 
hukum bag� kred�tur maka p�hak 
deb�tur harus mem�l�k� tanggung gugat 
yang dapat menjam�n terpel�haranya 
keutuhan objek Jam�nan F�dus�a. 
 Dalam pember�an kred�t dengan 
Jam�nan F�dus�a berbentuk benda 
persed�aan, kred�tur akan leb�h 
terjam�n j�ka d�serta� dengan jam�nan 
perseorangan. Akan tetap�, yang 

4  Ibid, hlm. 85
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dapat member�kan kepast�an hukum 
bag� kred�tur sebaga� pember� kred�t 
dengan Jam�nan F�dus�a berbentuk 
benda persed�aan adalah kepast�an 
terlaksananya tanggung gugat deb�tur 
yang d�tuangkan dalam Akta Jam�nan 
F�dus�a.     
 Dalam penel�t�an �n� Penul�s 
menggunakan bahan hukum berupa 
peraturan perundang-undangan dan 
l�teratur hukum yang berka�tan dengan 
permasalahan yang d�bahas. Penul�s 
juga menyadar� bahwa penel�t�an �n� 
mem�l�k� beberapa kem�r�pan substans� 
dengan penel�t�an la�nnya namun 
tentu mem�l�k� perbedaan dalam hal 
pembahasannya. Adapun penel�t�an 
la�n yang terka�t dengan penel�t�an �n� 
antara la�n adalah pertama Menguj� 
Asas Droit De Suite Dalam Jam�nan 
F�dus�a5. Kedua Pengaturan Batas 
Waktu Pendaftaran Jam�nan F�dus�a 
Pada Undang-Undang Nomor 42 
Tahun 19996. Ket�ga Wanprestas� 
Dalam Pelaksanaan Perjanj�an Kred�t 
Dengan Jam�nan F�dus�a Pada PT. 
Federal Internat�onal F�nance Group 

5 I Made Sarjana, Desak Putu Dew� Kas�h, I 
Gust� Ayu Kart�ka, Menguj� Asas Dro�t De 
Su�te Dalam Jam�nan F�dus�a, Jurnal Mag�ster 
Hukum Udayana (Udayana Master Law 
Jurnal) ,Vol.4 No.3 ed�s� September 2015, 
https://ojs.unud.ac.�d/�ndex.php.jmhu/art�cle/
v�ew/18048,  d�akses tanggal 12 Oktober 
2017

6 I Gede Pr�ma Praja Sarjana, Pengaturan Batas 
Waktu Pendaftaran Jam�nan F�dus�a Pada 
Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999, 
Jurnal Mag�ster Hukum Udayana (Udayana 
Master Law Jurnal), Vol.3 No.1 ed�s� Apr�l 
2014, https://ojs.unud.ac.�d/�ndex.php.jmhu/
art�cle/v�ew/8463, d�akses tanggal 12 Oktober 
2017.

(FIF Group) Cabang Kuta Raya 
Kabupaten Badung.7

Adapun tujuan dar� penel�t�an 
yang d�lakukan penul�s �n� �alah untuk 
mengetahu� dan menganal�s�s bentuk 
tanggung gugat deb�tur sebaga� pember� 
f�dus�a dengan objek benda persed�aan 
dar� kemungk�nan terjad�nya kerug�an 
serta untuk menganal�s�s kepast�an 
hukum bag� kred�tor pener�ma f�dus�a 
terhadap benda persed�aan sebaga� 
objek jam�nan f�dus�a dalam Akta 
Jam�nan F�dus�a.

II.  METODE PENELITIAN
T�pe penel�t�an yang d�gunakan 

untuk membahas permasalahan 
�n� adalah yur�d�s normat�f, ya�tu 
penel�t�an yang d�dasarkan pada 
peraturan perundangan-undangan 
yang ada ka�tannya dengan Jam�nan 
F�dus�a terhadap tanggung gugat 
pember� f�dus�a atas benda persed�aan 
dan klausul-klausul pada Akta Jam�nan 
F�dus�a yang dapat menjam�n kepast�an 
hukum bag� pener�ma f�dus�a dalam 
bentuk benda persed�aan.  

Metode penel�t�an yang 
d�gunakan dalam penel�t�an �n� adalah 
metode penel�t�an hukum normat�f, 
dengan menggunakan pendekatan 
masalah ya�tu pendekatan perundang 
undangan (Statute Approach) dan 

7 Putu Eka Tr�sna Dew�, Implementas� Ketentuan 
Restruktur�sas� Kred�t Terhadap Deb�tur 
Wanprestas� Pada Kred�t Perbankan, Jurnal 
Mag�ster Hukum Udayana (Udayana Master 
Law Jurnal), Vol.4 No.3 ed�s� Jul� 2015, 
https://ojs.unud.ac.�d/�ndex.php.jmhu/art�cle/
v�ew/17520, d�akses tanggal 15 Nopember 
2017.
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pendekatan konseptual (Conceptual 
Approach). Pendekatan perundang-
undangan (Statute Approach) adalah 
pendekatan yang d�lakukan dengan 
cara menelaah semua perundang-
undangan dan regulas� yang bersangkut 
paut dengan �su hukum yang sedang 
d�tangan�.8 Dalam penel�t�an �n� 
penel�t� menggunakan Peraturan 
Perundang-undangan yang berka�tan 
dengan Jam�nan F�dus�a.   
Pendekatan konseptual (Conceptual 
Approach) adalah pendekatan yang 
mengacu pada def�n�s�, konsep serta 
pendapat/argumentas� para ahl� 
hukum. Untuk memaham� pr�ns�p-
pr�ns�p hukum yang ada maka harus 
terleb�h dahulu memaham� konsep-
konsep yang terka�t dengan pr�ns�p 
hukum yang akan d�gunakan melalu� 
pandangan-pandangan sarjana dan 
doktr�n-doktr�n.9   
Melalu� latar belakang d�atas tad� 
dapat d�tar�k rumusan masalah yang 
sekal�gus menjad� tujuan dalam jurnal 
�n� ya�tu :
1. Untuk mengetahu� dan 

menganal�s�s bentuk tanggung 
gugat deb�tur sebaga� pember� 
f�dus�a atas objek jam�nan 
f�dus�a yang berbentuk benda 
persed�aan dar� kemungk�nan 
t�mbulnya kerug�an.

2. Untuk mengkaj� dan mengetahu� 
klausul-klausul pada Akta 
Jam�nan F�dus�a yang dapat 
menjam�n kepast�an hukum 

8 Peter Mahmud Marzuk�, 2005, Penelitian 
Hukum, Jakarta: Kencana, hlm.133.

9 Ibid, hlm. 178

bag� pener�ma f�dus�a atas 
objek jam�nan berupa benda 
persed�aan.

III.  HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1  Konsep Tanggung Gugat 

dalam Jaminan Fidusia Benda 
Persediaan
Ist�lah tanggung gugat untuk 

meluk�skan adanya aansprakelijkhed 
ya�tu untuk leb�h mengedepankan 
bahwa karena adanya tanggung 
gugat pada seorang pelaku 
perbuatan melawan hukum, maka 
s� pelaku harus bertanggung jawab 
atas perbuatannya dan karena 
pertanggungjawaban tersebut s� pelaku 
harus mempertanggung jawabkan 
perbuatannya dalam gugatan yang 
d�ajukan d� hadapan pengad�lan oleh 
pender�ta terhadap s� pelaku.10 
Benda persed�aan merupakan objek 
jam�nan yang pal�ng rentan terhadap 
kemungk�nan turunnya n�la�, karena 
benda persed�aan adalah benda yang 
dapat d�perdagangkan yang dar� waktu 
ke waktu mengalam� perp�ndahan, 
ba�k melalu� proses jual bel� atau 
melalu� transaks� yang la�nnya 
sesua� dengan b�dang usaha deb�tur, 
seh�ngga mem�l�k� kemungk�nan 
mengalam� kerusakan dalam hal �n� 
untuk benda-benda tertentu yang 
dapat mengalam� kebusukan atau 
keh�langan.  Sela�n �tu, n�la� benda 
persed�aan yang dalam hal �n� barang 
dagangan sangat d�pengaruh� oleh 
10 Moegn� Djojod�rdjo, 1982, Perbuatan 

Melawan Hukum, Jakarta: Pradnya Param�ta, 
hlm. 113
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harga pasar yang dapat berubah-ubah 
sesua� dengan perband�ngan antara 
t�ngkat perm�ntaan dan penawaran. 
Sela�n �tu, terdapat r�s�ko la�n yang 
dapat men�mbulkan kerug�an terhadap 
kred�tur terka�t dengan jam�nan f�dus�a 
benda persed�aan, ya�tu kerug�an yang 
t�mbul karena adanya wanprestas� 
dar� pember� f�dus�a atau deb�tur dan 
kerug�an yang t�mbul karena adanya 
perbuatan melanggar hukum.

3.2 Risiko Terhadap Kreditur 
Terkait dengan Jaminan 
Fidusia Benda Persediaan
Jam�nan kebendaan atas utang 

antara la�n d�maksudkan agar kred�tur 
mem�l�k� kepast�an bahwa deb�tur 
akan mampu mengembal�kan utang 
beserta kewaj�bannya yang t�mbul 
kemud�an. Dengan dem�k�an, objek 
jam�nan termasuk juga objek jam�nan 
f�dus�a harus tetap terjaga n�la�nya 
agar j�ka d� kemud�an har� t�mbul 
c�dera janj� terhadap kewaj�bannya 
untuk mengembal�kan utang-utangnya 
dan kemud�an objek jam�nan tersebut 
d�jual. Deb�tur tetap harus bertanggung 
jawab dengan mengembal�kan atau 
membayar s�sa kewaj�ban utangnya 
kepada kred�tur apab�la kemud�an 
ternyata has�l penjualan jumlahnya 
leb�h kec�l d�band�ngkan dengan jumlah 
kewaj�ban deb�tur. Namun, kepast�an 
lancarnya pengembal�an utang akan 
leb�h terjam�n j�ka objek jam�nan t�dak 
berkurang n�la�nya.    
 Benda persed�aan merupakan 
objek jam�nan yang pal�ng rentan 

terhadap kemungk�nan turunnya 
n�la�, karena benda persed�aan adalah 
benda yang dapat d�perdagangkan 
yang dar� waktu ke waktu mengalam� 
perp�ndahan, ba�k melalu� proses jual 
bel� atau melalu� transaks� yang la�nnya 
sesua� dengan b�dang usaha deb�tur, 
seh�ngga mem�l�k� kemungk�nan 
mengalam� kerusakan dalam hal �n� 
untuk benda-benda tertentu yang 
dapat mengalam� kebusukan atau 
keh�langan.  Sela�n �tu, n�la� benda 
persed�aan yang dalam hal �n� barang 
dagangan sangat d�pengaruh� oleh 
harga pasar yang dapat berubah-ubah 
sesua� dengan perband�ngan antara 
t�ngkat perm�ntaan dan penawaran. 
Sela�n �tu, terdapat r�s�ko la�n yang 
dapat men�mbulkan kerug�an terhadap 
kred�tur terka�t dengan jam�nan f�dus�a 
benda persed�aan, ya�tu kerug�an yang 
t�mbul karena adanya wanprestas� 
dar� pember� f�dus�a atau deb�tur dan 
kerug�an yang t�mbul karena adanya 
perbuatan melanggar hukum.

3.3 Hal-hal yang Menimbulkan 
Kerugian Bagi Kreditur 
Jaminan Fidusia  Benda 
Persediaan Akibat 
Wanprestasi serta Bentuk 
Tanggung Gugatnya
Dalam Pasal 33 UU Jam�nan 

F�dus�a, bahwa set�ap janj� yang 
member� kewenangan kepada 
pener�ma f�dus�a untuk mem�l�k� benda 
yang menjad� objek jam�nan f�dus�a 
apab�la deb�tur c�dera janj�, batal dem� 
hukum.  Dengan dem�k�an, objek 
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Jam�nan f�dus�a t�dak menjad� bag�an 
harta pa�l�t pener�ma f�dus�a, karena 
hak kepem�l�kan atas objek tersebut 
d�perolehnya semata-mata sebaga� 
jam�nan. Namun, UU Jam�nan F�dus�a 
member�kan pengecual�an, ya�tu dalam 
hal benda yang menjad� objek jam�nan 
adalah benda persed�aan. Berdasarkan 
Pasal 21 ayat (1) UUJF, pember� F�dus�a 
dapat mengal�hkan benda persed�aan 
yang menjad� objek Jam�nan F�dus�a 
dengan cara dan prosedur yang laz�m 
d�lakukan dalam usaha perdagangan. 
Berdasarkan Pasal tersebut maka jelas 
bahwa deb�tur (pember� F�dus�a) dapat 
mengal�hkan benda-benda persed�aan 
dalam perdagangan yang menjad� objek 
jam�nan F�dus�a, dan �tu d�lakukan 
menurut cara dan prosedur yang laz�m 
d�lakukan dalam usaha perdagangan. 
pengal�han d� s�n� b�sa terjad� karena 
terjad�nya penjualan, atau Sebab la�n, 
yang berak�bat berkurangnya stok 
benda atau benda- benda persed�aan 
yang sementara d�beban� jam�nan.11  
  Kewenangan pember� 
f�dus�a untuk mengal�hkan benda 
persed�aan yang sedang d�jam�nkan 
adalah kewenangan bersyarat ya�tu 
sepanjang Pember� F�dus�a t�dak 
wanprestas� (c�dera janj�).12 J�ka terjad� 
wanprestas� oleh deb�tur, maka benda 
persed�aan yang menjad� objek t�dak 
dapat d�al�hkan lag�, has�l pengal�han 
dan atau tag�han yang t�mbul karena 
pengal�han, dem� hukum menjad� objek 

11 Rachmad� Usman, 2009, Hukum Jaminan 
Keperdataan, Jakarta: S�nar Graf�ka, 
hlm.166.

12  Ibid, hlm.283.

jam�nan f�dus�a penggant� dar� objek 
jam�nan f�dus�a yang telah d�al�hkan. 
Terdapat beberapa bentuk wanprestas� 
yang d�lakukan oleh deb�tur sebaga� 
pember� jam�nan f�dus�a benda 
persed�aan, antara la�n:  
a.  Deb�tur T�dak Mengembal�kan 

Utangnya Saat Jatuh Tempo
 Pember�an kred�t merupakan 

pember�an uang berdasarkan 
kepercayaan, dalam art� bank 
atau lembaga keuangan non 
bank percaya bahwa deb�tur 
sanggup untuk mengembal�kan 
pokok utang dan bunganya. J�ka 
meny�mpang dar� hal dem�k�an, 
maka deb�tur d�anggap telah 
wanprestas�. R�s�ko terbesar 
dalam pember�an kred�t adalah 
terjad�nya kemacetan dalam 
pelunasannya. Kred�t macet 
apab�la deb�tur t�dak dapat 
melakukan pelunasan terhadap 
utangnya sesua� dengan waktu 
yang telah d�perjanj�kan. 
Penyebab kemacetan tersebut 
bermacam-macam, b�sa karena 
faktor �nternal bank yang 
d�sebabkan karena kelemahan 
anal�s�s kred�t, agunan, serta 
k�nerja pengawasan yang t�dak 
maks�mal. Sela�n �tu, b�sa juga 
d�sebabkan karena deb�tur yang 
memang mem�l�k� �t�kad buruk. 
Faktor eksternal yang dapat 
menyebabkan kred�t macet 
adalah kond�s� perekonom�an 
yang terjad� d�luar kemampuan 
deb�tur seh�ngga mengganggu 
jalannya usaha deb�tur.
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b.  Benda Persed�aan T�dak D�gant� 
dengan Objek yang Setara

 Merujuk pada Pasal 21 ayat 
(3) UU Jam�nan F�dus�a, 
benda objek jam�nan f�dus�a 
yang telah d�al�hkan, maka 
terdapat kewaj�ban dar� pember� 
f�dus�a untuk menggant� 
dengan objek yang setara, agar 
n�la� penjam�nan akan selalu 
terpenuh� dengan n�la� objek 
jam�nan f�dus�a. Konsep “setara” 
dalam hal �n� adalah t�dak hanya 
terbatas pada n�la� dan jen�snya, 
tetap� hendaknya juga mel�put� 
merk dan kual�tasnya.13 Dengan 
ketentuan dem�k�an, maka 
penggant� benda persed�aan 
yang telah d�al�hkan t�dak perlu 
harus sama, tetap� cukup setara. 
Hal �n� berart� yang menjad� 
substans� benda penggant� 
adalah n�la�nya harus sama atau 
seband�ng, bukan jen�snya yang 
harus sama. Apab�la deb�tur 
t�dak menggant� objek jam�nan 
berupa benda persed�aan yang 
telah d�al�hkan, maka deb�tur 
t�dak mem�l�k� sumber untuk 
pelunasan utangnya, maka pos�s� 
kred�tur yang tad�nya adalah 
kred�tur preferen akan menjad� 
kred�tur konkuren karena t�dak 
mem�l�k� objek benda tertentu 
sebaga� jam�nan pelunasan 
utang. 

c.   Benda Persed�aan Musnah 
Karena Overmacht

13  Rachmad� Usman, Op.Cit., hlm. 168

 UU Jam�nan F�dus�a t�dak 
menjelaskan secara r�nc� tentang 
sebab ak�bat dar� musnahnya 
barang jam�nan (Kententuan 
Pasal 25 ayat (1) UU Jam�nan 
F�dus�a). Namun, berdasarkan 
penafs�ran yang d�landas� pada 
pengert�an secara umum dar� 
kata “musnah”, maka d�art�kan 
sebaga� lenyap atau h�langnya 
barang yang menjad� objek 
jam�nan.14 Tanggung jawab 
deb�tur terhadap musnahnya 
barang jam�nan dalam perjanj�an 
kred�t adalah sebuah kosekuens� 
dar� per�st�wa yang terjad�. 
Tanggung jawab deb�tur 
terhadap jam�nan benda bergerak 
yang h�lang adalah dengan tetap 
mengembal�an p�njaman kred�t 
kepada deb�tur.

Pember� f�dus�a dapat lala� dan 
t�dak bertanggung jawab atas kond�s� 
benda persed�aan yang d�jam�nkan 
yang mengak�batkan objek jam�nan 
rusak atau musnah. H�lang atau 
musnahnya objek jam�nan �n� dapat 
merug�kan p�hak kred�tur karena dapat 
mengak�batkan hapusnya jam�nan 
f�dus�a, sebaga�mana ketentuan Pasal 
25 ayat (1) huruf c UU Jam�nan 
F�dus�a. Dengan dem�k�an, dalam 
hal terjad�nya keadaan memaksa, 
deb�tur t�dak waj�b membayar gant� 
rug� dan dalam perjanj�an t�mbal 
bal�k, kred�tur t�dak dapat menuntut 

14 R.Soebekt�, Aneka Perjanjian, Alumn�, 
Bandung, 1975, hlm.92
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pembatalan karena per�katannya 
d�anggap gugur atau hapus.15  D a l a m 
hal s�fat benda persed�aan sangat 
d�nam�s, maka kunc� utama dalam 
menjaga kelancaran perjanj�an �n� 
adalah dengan pengawasan yang ketat. 
Oleh karena �tu, sebelum meng�kat 
perjanj�an jam�nan f�dus�a, harus 
d�sel�d�k� terleb�h dahulu apakah 
p�hak pember� jam�nan f�dus�a adalah 
pem�l�k yang mem�l�k� wewenang 
untuk menguasa� bendanya atau hanya 
sebaga� pemegang objek saja. Hal �n� 
harus pula d�nyatakan secara tegas 
dalam akta jam�nan f�dus�a. 16   
 Benda persed�aan merupakan 
objek jam�nan yang pal�ng rentan 
terhadap kemungk�nan turunnya n�la� 
karena, benda persed�aan merupakan 
barang dagangan yang dar� waktu ke 
waktu mengalam� perp�ndahan ba�k 
melalu� proses jual bel� atau transaks� 
la�n sesua� dengan b�dang usaha deb�tur 
seh�ngga mem�l�k� kemungk�nan 
mengalam� kerusakan (untuk barang-
barang tertentu dapat mengalam� 
kebusukan) atau keh�langan, dan n�la� 
barang dagangan sangat d�pengaruh� 
oleh harga pasar yang dapat berubah-
ubah sesua� dengan perband�ngan 
antara t�ngkat perm�ntaan dan 
penawaran.

Untuk menjaga kerug�an kred�tur 
sebaga� ak�bat dar� berkurangnya n�la� 
objek jam�nan benda persed�aan, 
maka deb�tur sebaga� pember� f�dus�a 
berkewaj�ban, antara la�n:  
15 Ibid, hlm. 10
16 Tan Kamello, Hukum Jaminan Fidusia, 

Alumn�, Bandung, 2014, hlm.209

1. Mengelola, memel�hara dan 
bertanggung gugat atas keadaan 
dar� dan set�ap keh�langan, 
kehancuran, pembusukan, 
turunnya n�la�, atau kerusakan 
pada barang-barang tersebut. 
Kewaj�ban �n� dapat d�s�mpulkan 
dar� klausula yang pada umumnya 
d�muat dalam akta jam�nan 
f�dus�a dengan objek jam�nan 
benda persed�aan yang bertujuan 
antara la�n untuk menjaga n�la� 
objek jam�nan f�dus�a.

2. Salah satu objek dalam 
jam�nan f�dus�a adalah benda 
persed�aan/inventory; adalah 
benda yang d�ura�kan dalam 
satu daftar secara det�l, spes�f�k 
ba�k mengena� jumlah maupun 
�s�nya. 17 Maka dar� �tu deb�tur 
harus member�kan laporan 
keadaan benda persed�aan ba�k 
secara berkala maupun sewaktu-
waktu d�m�nta oleh kred�tur 
termasuk dokumen-dokumen 
dar� barang yang d�laporkannya 
tersebut. Kewaj�ban �n� dapat 
d�s�mpulkan dar� klausula yang 
pada umumnya d�muat dalam 
akta jam�nan f�dus�a dengan 
objek jam�nan benda persed�aan 
yang bertujuan agar kred�tur 
dapat meng�kut� perkembangan 
atau perubahan yang mungk�n 
terjad� ba�k dalam hal jumlah 
(kuant�tat�f) maupun n�la� 
(kual�tat�f dan kond�s� barang). 

17  Ibid, hlm. 163
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3. Melakukan pengelolaan 
sedem�k�an rupa terhadap 
benda persed�aan (inventory 
management) seh�ngga jumlah 
barang yang tersed�a d� tempat 
yang d�tetapkan (gudang) 
n�la�nya t�dak kurang dar� 
jumlah keseluruhan. Hal �n� 
d�maksudkan untuk mengurang� 
r�s�ko-r�s�ko keh�langan atau 
kerusakan pada saat d� perjalanan 
serta mencegah terjad�nya hal-
hal yang akan merug�kan kred�tur 
karena adanya �t�kad buruk dar� 
deb�tur. Alas hak yang d�temu� 
dalam prakt�k selama �n� hanya 
dengan “daftar persed�aan” yang 
d�ber�kan oleh pember� f�dus�a. 
Maka dalam hal �n�, kewaj�ban 
deb�tur melaporkan arus masuk 
dan keluar benda persed�aan 
secara berkala dan pengawasan 
yang d�lakukan kred�ur menjad� 
sangat pent�ng.

4. Mengasurans�kan benda 
persed�aan ba�k asurans� 
kebakaran dan r�s�ko-r�s�ko 
la�nnya dan hak kla�m 
asurans�nya d�l�mpahkan 
kepada kred�tur seluruhnya atau 
sebag�an dar� benda persed�aan 
ba�k untuk kepent�ngan deb�tur 
send�r� maupun kepent�ngan 
kred�tur. 

5. Menanggung kerug�an dar� 
segala hal yang men�mpa benda 
persed�aan yang d�jad�kan objek 
jam�nan f�dus�a dan semua b�aya 
yang t�mbul karena melaksanakan 

k e w a j � b a n - k e w a j � b a n n y a 
termasuk b�aya-b�aya yang 
harus d�keluarkan apab�la karena 
sesuatu hal kred�tur mengamb�l 
al�h penguasaan atas benda 
persed�aan tersebut.
Untuk per�st�wa yang 

d�kategor�kan sebaga� keadaan 
memaksa membawa konsekuens� bag� 
para p�hak dalam suatu per�katan, 
d�mana p�hak yang t�dak dapat 
memenuh� prestas� t�dak d�nyatakan 
wanprestas�. 

3.4  Hal yang Menimbulkan 
Kerugian Bagi Kreditur 
Jaminan Fidusia Akibat 
Perbuatan Melanggar Hukum 
serta Bentuk Tanggung 
Gugatnya
Perbuatan Melanggar Hukum 

d�atur dalam Pasal 1365-1380 BW, 
rumusan Pasal 1365 BW mensyaratkan 
perbuatan melanggar hukum dengan 
beberapa kr�ter�a ya�tu adanya suatu 
perbuatan. Perbuatan yang d�lakukan 
tersebut melanggar hukum, adanya 
kesalahan yang d�lakukan , t�mbulnya 
kerug�an ak�bat dar� suatu kesalahan 
yang merug�kan salah satu p�hak, dan 
adanya hubungan kausal�tas antara 
perbuatan dengan kerug�an. Perbuatan 
melanggar hukum merupakan 
pelanggaran terhadap ketentuan UU 
yang men�mbulkan kerug�an pada orang 
la�n, seh�ngga mengajukan gugatan 
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perbuatan melanggar hukum.18

Tanggung gugat berdasarkan 
Pasal 1365 BW (liability based 
on fault/schuld aansprakelijheid) 
mensyaratkan adanya unsur kesalahan 
(shuld) pada suatu perbuatan melanggar 
hukum, dalam hal menentukan s�apa 
p�hak yang bertanggung gugat atas 
kerug�an perlu untuk mel�hat s�apa 
saja p�hak-p�hak yang terl�bat dalam 
transaks� yang kemud�an merug�kan 
nasabah. Dalam ketentuan Pasal 1365 
BW terdapat batasan-batasan tentang 
p�hak-p�hak yang bertanggung gugat 
terhadap perbuatan melanggar hukum. 
Pasal 1367 ayat (1) BW menentukan 
secara l�m�tat�f s�apa yang bertanggung 
jawab terhadap perbuatan orang-orang 
yang menanggungnya. 19

a.  F�dus�a Ulang yang D�lakukan 
Oleh Deb�tur

 Pasal 17 UU Jam�nan F�dus�a 
member�kan larangan pember� 
f�dus�a untuk melakukan f�dus�a 
ulang terhadap benda yang 
menjad� objek jam�nan f�dus�a 
yang sudah terdaftar. F�dus�a 
ulang oleh pember� f�dus�a, ba�k 
deb�tur maupun penjam�n p�hak 
ket�ga, t�dak d�mungk�nkan 
karena hak kepem�l�kan atas 
benda tersebut telah beral�h 
kepada pener�ma f�dus�a. 
Sedangkan syarat sah jam�nan 

18 And�ka Persada Putera, “Kedudukan Bank 
Dalam Transaks� Produk Non Bank”, 
Disertasi, Program PascaSarjana Un�vers�tas 
A�rlangga, Surabaya, 2015, hlm. 312

19  Rosa Agust�na et.al, 2012, Hukum Perikatan 
(Law of Obligation), Denpasar: Pustaka 
Larasan, hlm.16

f�dus�a adalah bahwa pember� 
jam�nan f�dus�a mempunya� hak 
kepem�l�kan atas benda yang 
menjad� objek jam�nan f�dus�a 
pada waktu �a member� jam�nan 
f�dus�a. Hal �n� karena hak 
kepem�l�kan atas benda yang 
menjad� objek jam�nan f�dus�a 
sudah beral�h kepada pener�ma 
f�dus�a.    

b. Kelala�an Deb�tor Sebaga� 
Pember� F�dus�a Atas Objek 
Jam�nan  Benda Persed�aan

 Konsekuens� hukum j�ka t�mbul 
masalah atau gugatan karena 
kesalahan (kesengajaan atau 
kekurang hat�-hat�an) dar� 
pember� f�dus�a sehubungan 
dengan penggunaan atau 
pengal�han benda jam�nan f�dus�a, 
maka p�hak pener�ma f�dus�a 
d�bebaskan dar� tanggung jawab. 
Dengan kata la�n, p�hak pember� 
f�dus�a yang bertanggung jawab 
penuh. Hal �n� d�tegaskan oleh 
Pasal 24 UU Jam�nan F�dus�a, 
yang menyatakan bahwa :

 Pener�ma F�dus�a t�dak 
menanggung kewaj�ban atas 
ak�bat t�ndakan atau kesalahan 
(kesengajaan atau kelala�an) 
dar� p�hak pember� f�dus�a, ba�k 
yang t�mbul karena hubungan 
kontraktual atau t�mbul dar� 
perbuatan melanggar hukum, 
sehubungan dengan penggunaan 
dan pengal�han benda yang 
menjad� objek jam�nan f�dus�a.
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c.  Menurunkan Kual�tas Objek 
Jam�nan F�dus�a   
Umumnya perbuatan �n� 
d�lakukan oleh deb�tur dengan 
mengubah dan atau menggant� 
�s� dar� benda yang menjad� objek 
jam�nan seh�ngga kual�tasnya 
menjad� turun. Perbuatan 
deb�tur sepert� �n� t�dak dapat 
d�benarkan karena pada saat 
d�tandatangan�nya perjanj�an 
kred�t dan perjanj�an jam�nan 
f�dus�a, hak kepem�l�kan atas 
objek jam�nan f�dus�a telah 
beral�h dar� pember� f�dus�a 
kepada pener�ma f�dus�a, 
seh�ngga pember� f�dus�a hanya 
d�anggap sebaga� penyewa 
yang mempunya� kewaj�ban 
untuk menjaga, memel�hara dan 
menggunakan objek jam�nan 
yang d�kuasa�nya dengan ba�k.
Secara teor�t�s, d�katakan bahwa 

tuntutan gant� kerug�an berdasarkan 
alasan perbuatan melanggar hukum 
baru dapat d�lakukan apab�la memenuh� 
4 (empat) unsur, ya�tu :
1. Ada perbuatan melanggar 

hukum;
2. Ada kerug�an;
3. Ada hubungan kausal�tas 

antara kerug�an dan perbuatan 
melanggar hukum;

4. Ada kesalahan.
J�ka d�ka�tkan dengan t�ndakan 

yang men�mbulkan perbuatan 
melanggar hukum oleh pember� f�dus�a 
dalam pembebanan jam�nan f�dus�a 
benda persed�aan, maka dalam unsur 

yang pertama ya�tu Adanya Perbuatan 
Melanggar hukum sudah jelas ada 
perbuatan yang t�dak sesua� dengan 
ka�dah hukum tertul�s dan hukum t�dak 
tertul�s sepert� bertentangan dengan 
kewaj�ban hukum s� deb�tur. Kedua, 
adanya kerug�an, d�mana perbuatan 
sepert� kelala�an dan menurunkan n�la� 
objek jam�nan yang d�lakukan deb�tur 
telah men�mbulkan kerug�an pada 
kred�tur dan hal �n� juga terka�t dengan 
hubungan kausal�tas antara kerug�an 
dengan perbuatan melanggar hukum 
d�karenakan deb�tur telah melakukan 
perbuatan melanggar hukum tersebut 
dan men�mbulkan kerug�an pada 
kred�tur. Beg�tu juga dengan unsur 
kesalahan, yakn� adanya kesengajaan 
yang men�mbulkan kerug�an 
sehubungan dengan penggunaan atau 
pengal�han benda jam�nan f�dus�a 
terhadap kred�tur. Dengan dem�k�an, 
merujuk terhadap unsur-unsur 
perbuatan melanggar hukum, maka 
hal-hal yang men�mbulkan kerug�an 
terhadap kred�tur tersebut d�atas 
memenuh� keempat unsur perbuatan 
melanggar hukum.

3.5 `Kepastian Hukum dalam 
Klausul-Klausul Akta Jaminan 
Fidusia dengan Objek Jaminan 
Benda Persediaan
Adapun klausul-klausul yang 

dapat member�kan kepast�an hukum 
bag� kred�tur atas jam�nan f�dus�a 
benda persed�aan, antara la�n sebaga� 
ber�kut :
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1) Klausul mengena� pem�ndahan 
hak benda jam�nan

 Klausul �n� memuat mengena� 
pem�ndahan hak dar� pember� 
f�dus�a kepada pener�ma f�dus�a 
seluruh benda persed�aan 
yang d�jam�nkan beserta jen�s, 
mutu dan penempatannya 
yang terura� dalam lamp�ran. 
Klausul tersebut menuangkan 
kesepakatan d�antara pember� 
f�dus�a dengan pener�ma f�dus�a 
yang menyatakan bahwa untuk 
menjam�n pembayaran yang 
harus d�lakukan kepada kred�tur 
dar� semua jumlah, yang sekarang 
atau yang ada d� kemud�an 
har� dar� waktu ke waktu 
yang mungk�n harus d�bayar 
oleh deb�tur kepada kred�tur 
d�bawah dokumen-dokumen 
hutang tersebut, maka deb�tur 
menyatakan mem�ndahkan 
hak-hak m�l�knya atas semua 
benda persed�aan yang terletak 
d� dalam/atas tempat-tempat 
yang terper�nc� dalam lamp�ran 
atau d�tempat-tempat la�n yang 
d�ura�kan dalam lamp�ran yang 
akan d�sampa�kan oleh deb�tur 
kepada kred�tur dar� waktu ke 
waktu dan t�dak terp�sahkan dar� 
perjanj�an.

2) Klausul mengena� penguasaan 
barang oleh pember� f�dus�a

 Kred�tur member�kan kuasa 
kepada deb�tur untuk meny�mpan 
dan mengelola benda persed�aan 
untuk dan atas nama kred�tur 

yang d�tuangkan dalam klausul 
penguasaan benda persed�aan. 
Deb�tur d�ber�kan fiduciary duty 
ya�tu duty of care and diligence 
dar� kred�tur sebaga� pener�ma 
f�dus�a. Deb�tur d�percaya untuk 
mengelola dan memel�hara benda 
persed�aan dengan ba�k seh�ngga 
dapat member�kan keuntungan 
bag� kred�tur maupun deb�tur 
�tu send�r�. Apab�la deb�tur 
melakukan hal-hal yang d�larang, 
maka deb�tur t�dak melakukan 
fiduciary duty-nya dengan 
ba�k. Hal �n� membawa ak�bat 
hukum bahwa deb�tur harus 
bertanggung jawab atas kerug�an 
yang d�der�ta oleh kred�tur ak�bat 
pelanggaran yang d�buatnya. 
Klausul �n� memuat mengena� 
penyerahan barang dar� kred�tur 
kepada penguasaan deb�tur 
(secara f�s�k), kesanggupan 
deb�tur untuk memel�hara barang 
jam�nan dengan b�aya send�r�, 
kewenangan kred�tur untuk 
member�kan tanda-tanda j�ka 
d�perlukan, kesed�aan deb�tur 
untuk menyerahkan daftar 
benda persed�aan ba�k secara 
berkala maupun ket�ka d�m�nta 
oleh kred�tur serta kewenangan 
kred�tur untuk memasuk� lokas� 
set�ap waktu selama jam kerja 
untuk memer�ksa keadaan benda 
persed�aan yang d�jam�nkan.

3) Klausul mengena� r�s�ko 
h�langnya benda persed�aan 
asurans� dan gant� rug�
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 Kred�tur terl�ndung� dar� 
kemungk�nan terjad�nya 
keh�langan seluruhnya atau 
sebag�an benda persed�aan yang 
d�jad�kan jam�nan f�dus�a oleh 
deb�tur. Untuk memperoleh 
kepast�an hukum melalu� 
kesanggupan deb�tur yang 
d�tuangkan dalam klausul pada 
akta jam�nan f�dus�a yang pada 
�nt�nya merupakan kesepakatan 
antara deb�tur dengan kred�tur 
untuk hal-hal sebaga� ber�kut :

 a. Selama masa berlakunya 
perjanj�an, deb�tur 
bertanggungjawab atas 
keadaan dar� dan set�ap 
keh�langan, kehancuran, 
pembusukan, turunnya 
n�la�, atau kerusakan pada 
barang-barang �tu.

 b. Deb�tur atas b�aya 
send�r� harus selalu 
mengasurans�kan barang-
barang �tu sepenuhnya pada 
perusahaan-perusahaan  
yang bertanggungjawab dan 
dapat d�ter�ma oleh kred�tur 
terhadap kebakaran, dan 
set�ap bahaya la�nnya yang 
dapat men�mpa barang-
barang tersebut dan harus 
menempatkan pol�s-pol�s 
asurans�nya pada kred�tur 
dan mem�ndahkan asurans� 
tersebut kepada kred�tur 
atas kerug�an harus d�bayar 
kepada kred�tur menurut 
syarat pol�s asurans�. 

Apab�la deb�tur t�dak 
melakukannya, kred�tur 
send�r� dapat mengusahakan 
asurans�nya tersebut dan 
segala b�aya dar� kred�tur 
yang berhubungan dengan 
�tu harus d�bayar kembal� 
oleh s� pem�njam j�ka 
d�m�nta.

 c. Deb�tur harus menggant� 
kerug�an dan menjaga 
jangan sampa� kred�tur 
mendapat kerug�an karena 
pertanggungjawaban yang 
t�mbul dar� penguasaan, 
penggunaan atau set�ap 
pelepasan barang-barang.

 d. Deb�tur menjam�n kepada 
kred�tur, bahwa barang-
barang �tu adalah m�l�knya 
yang sah dan bahwa deb�tur 
berkuasa penuh untuk 
melakukan peng�katan 
dalam perjanj�an atas 
barang-barang tersebut.

 e. Untuk barang-barang yang 
t�dak dapat d�paka� dan 
d�al�hkan melalu� transaks� 
yang d�perkenankan 
dalam perjanj�an, maka 
selama perjanj�an berlaku, 
deb�tur harus menggant� 
dengan barang-barang 
baru. Barang-barang yang 
baru sebaga� penggant� 
tersebut adalah termasuk 
dalam pem�ndahan secara 
f�dus�a dar� hak-hak m�l�k 
berdasarkan perjanj�an. 
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Ketentuan �n� berlaku untuk 
barang-barang penggant�.

4) Klausul mengena� hak kred�tur 
untuk mengamb�l al�h penguasaan 
kembal� benda persed�aan

 Walaupun UU Jam�nan 
F�dus�a telah mengatur bahwa 
persetujuan untuk mengal�hkan 
benda persed�aan melalu� 
transaks� b�sn�s yang laz�m 
d�lakukan gugur send�r�nya 
dem� hukum apab�la deb�tur 
c�dera janj� dalam memenuh� 
k e w a j � b a n - k e w a j � b a n n y a . 
Akan tetap�, hal tersebut tetap 
d�muat dalam akta perjanj�an 
jam�nan f�dus�a. Klausul yang 
terka�t dengan hal tersebut pada 
umumnya meng�kat deb�tur 
untuk hal-hal sebaga� ber�kut :

 a. Deb�tur harus melakukan 
atau meng�z�nkan agar 
d�lakukan set�ap perbuatan 
atau hal yang d�waj�bkan 
oleh kred�tur dar� waktu 
ke waktu untuk d�lakukan 
dengan maksud guna 
melaksanakan hak-hak 
kred�tur.

 b. Deb�tur menyetuju� bahwa 
dar� waktu ke waktu atas 
perm�ntaan tertul�s dar� 
kred�tur, deb�tur akan 
segera dan sebaga�mana 
mest�nya melaksanakan 
dan menyerahkan kepada 
kred�tur segala surat-
surat serta dokumen 
selanjutnya yang d�anggap 

perlu oleh kred�tur untuk 
memperoleh manfaat 
penuh dar� perjanj�an �n� 
dan dar� hak-hak serta 
kuasa-kuasa yang d�ber�kan 
termasuk tanpa pembatasan 
set�ap dokumen, yang 
memperpanjang, mengu-
bah, menggant� atau 
mem�ndahkan set�ap apa 
yang telah d�tuangkan 
dalam perjanj�an.

 c. Deb�tur dengan �n� 
member�kan kuasa 
yang t�dak dapat d�tar�k 
kembal� kepada kred�tur 
untuk bert�ndak dan 
untuk menandatangan� 
set�ap dokumen atau surat 
atas nama deb�tur untuk 
melaksanakan syarat-syarat 
pasal �n�.

  Melalu� peng�katan 
jam�nan benda persed�aan 
dalam akta jam�nan f�dus�a, 
kred�tur dengan deb�tur 
telah membuat suatu 
perjanj�an yang harus 
d�patuh� oleh kedua belah 
p�hak sebaga�mana d�atur 
dalam Pasal 1338 BW 
yang menyatakan bahwa 
perjanj�an berlaku sebaga� 
undang-undang bag� para 
pembuatnya.

IV.  KESIMPULAN 
Berdasarkan ketentuan Pasal 

1365- 1380 BW, d�waj�bkan bag� p�hak 
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yang melakukan Perbuatan Melanggar 
Hukum untuk menggant� kerug�an 
kepada p�hak yang d�rug�kan ak�bat 
perbuatannya tersebut. Dalam Pasal 
1366 BW, set�ap orang bertanggung 
jawab t�dak saja untuk kerug�an yang 
d�sebabkan karena perbuatannya, tetap� 
juga untuk kerug�an yang d�sebabkan 
karena kelala�an atau kurang hat�-
hat�annya, Pasal �n� menunjukkan 
luasnya bentuk tanggung jawab bag� 
orang yang melakukan perbuatan 
melanggar hukum seh�ngga �a t�dak 
hanya bertanggung jawab atas kerug�an 
terhadap ak�bat yang d�t�mbulkan dar� 
suatu perbuatan yang secara akt�f 
d�lakukannya, tetap� juga bertanggung 
jawab atas kerug�an ak�bat kelala�an 
atau kurang hat�-hat�annya.

 Klausul-klausul pada Akta 
Jam�nan F�dus�a yang dapat menjam�n 
kepast�an hukum bag� pener�ma f�dus�a 
atas objek jam�nan berupa benda 
persed�aan, antara la�n ya�tu :
1. Klausul mengena� pem�ndahan 

hak benda jam�nan;
2. Klausul mengena� penguasaan 

barang oleh pember� f�dus�a;
3. Klausul mengena� r�s�ko 

h�langnya benda persed�aan, 
asurans� dan gant� rug�;

4. Klausul mengena� hak kred�tur 
untuk mengamb�l al�h penguasaan 
kembal� benda persed�aan.
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